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<p align="center"><strong>ABSTRAK </strong></p><p>Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon
pasangan suami-istri mengenai harta benda perkawinan, selain harus dibuat di hadapan Notaris harus pula
disahkan/dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku pula
terhadap pihak ketiga. Dalam penelitian tesis ini, dibahas mengena bagai mana keberlakuan perjanjian
perkawinan yang belum disahkan oleh pegawal pencatat perkawinan terhadap suami-istri dan pihak ketiga
serta bagaimana perlindungan hukum bagi istri terhadap perbuatan hukum yang dilakukan suami atas harta
bersama yang diikat dalam perjanjian perkawinan yang belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan,
dengan menganalisis Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/Pn.Skt. dan kesesuaian putusan tersebut dengan
KUHPerdata, UU Perkawinan, dan KHI. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan
tipologi penelitian preskriptif. Pasal 29 UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus
disahkan/didaftarkan oleh pagawai pencatat perkawinan. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang
belum disahkan adalah tetap mengikat kedua belah pihak, namun tidak mengikat pihak ketiga. Sehingga
keberlakuan perjanjian perkawinan yang belum disahkan/dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan tetap
mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu bentuk
perlindungan hukum kepada salah satu pihak saat terjadi sengketa pembagian dan pemisahan harta
kekayaan. Dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris harus mensosialisasikan perjanjian perkawinan secara
jelas kepada para penghadapnya, sehingga mereka mengetahui akibat hukum dari perjanjian perkawinan
yang telah disahkan kepada pihak ketiga dan perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris dapat
menjadi alat bukti yang kuat untuk mengajukan gugatan pemisahan harta kekayaan

dalam perkawinan.</p><p> </p><p>Kata Kunci: Perjanjian perkawinan, Notaris, Pegawai Pencatat
Perkawinan.</p><p> </p><hr /><p style="text-align:
center;"><strong>ABSTRACT</strong></p><p>Marriage agreements made by prospective spouses
regarding marital property, other than to be made in the presence of the Notary, must also be confirmed /
signed by the marriage registrar in order for the marriage agreement to be valid with the third party. In the
study of thisthesis, it discusses how the validity of the marriage agreement has not been ratified by the
marriage registrar against the spouse and the third party and how the legal protection of the wife against the
lawful act of the husband on the common property is bound by the marriage agreement which has not been
confirmed by the employee marriage registrar, by analyzing Decision No. 82/ Rev.G / 2018 / Pn. and the
suitability of the decision in accordance with the Penal Code, the Marriage Law, and the KHI. The type of
research used is descriptive analysis with typological research typology. Article 29 of the Marriage Law
stipulates that the marriage agreement must be ratified / signed by the marriage registrar. The legal
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consequences of unresolved marriage agreements remain binding on both parties, but not third parties. So
that the validity of the marriage agreement not yet signed / signed by the marriage registrar remains binding
on both parties. Thus the marriage agreement can be one form of legal protection to either party in the event
of adivision of property and property disputes. It can be concluded that the Notary must explicitly negotiate
the marriage agreement with his or her party, so that they are aware of the legal consequences of the
marriage agreement being passed to the third party and that the marriage agreement made before the Notary
can be a powerful tool for filing a suit of separation of property in marriage.</p><p> </p><p>Keywords:
Marriage agreement, Notary, Marriage Registrar.</p>



